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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Quick 

Wins Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2018 telah selesai 

disusun. Tujuan penyusunan Laporan Quick Wins Reformasi Birokrasi 

Mahkamah Konstitusi 2018 ini dalam rangka membangun salah satu 

faktor pendukung untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

Laporan Quick Wins Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 

2018 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins 

sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan 

Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2010-1014. Quick Wins merupakan sebuah 

aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pihak 

internal dan eksternal Mahkamah Konstitusi. Quick Wins adalah suatu 

inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program 

besar dan sulit.

Program quick wins ditujukan untuk membangun kepercayaan 

masyarakat (public trust building) serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik khususnya pelayanan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Hal 
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ini dimaksudkan untuk mendukung kepentingan pemenuhan hak-hak 

dasar pencari keadilan yang memerlukan pelayanan cepat, mudah, dan 

terjangkau. Hasil dari perubahan dalam program percepatan ini, dapat 

dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Mahkamah 

Konstitusi.

Untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) yang menitikberatkan perubahan dan inovasi berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mahkamah Konstitusi senantiasa 

terus melakukan upaya pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Mulai dari aplikasi internal yang memudahkan pegawai 

untuk mengakses alat kerjanya secara elektronik, sampai dengan aplikasi 

eksternal yang memberikan akses kepada publik untuk memantau 

sebuah perkara, semenjak perkara tersebut diregistrasi sampai dengan 

putusan, merupakan wujud nyata dari Mahkamah Konstitusi untuk 

senantiasa menerapkan prinsip modern dan terpercaya dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan peradilan konstitusi.
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Akhir kata, semoga dengan adanya program quick wins dapat 

meningkatkan kinerja lembaga, dan pelayanan publik dengan berbagai 

inovasi berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan 

Visi Mahkamah Konstitusi, “Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan 

Yang Modern dan Terpercaya”.

Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi,

M. Guntur Hamzah
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LAPORAN QUICK WINS
REFORMASI BIROKRASI 
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2018

I. INTERNAL

1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSELISIHAN 
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, 
WALIKOTA 2018 (SIMKADA)
Aplikasi SIMKADA merupakan sekumpulan aplikasi yang 

saling terintegrasi satu sama lain, terbagi oleh tugas dan fungsi 

masing-masing pengguna aplikasi yang terdiri dari beberapa 

kelompok tugas yaitu: Pengadministrasi Registrasi Perkara, 

Pengadministrasi Kepaniteraan, Pengadministrasi Pelayanan 

Persidangan, Panitera Pengganti, Juru Panggil, dan Pengolah 

Data. 

Pembagian kelompok tugas ini dilakukan sebagaimana 

tahapan dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2018 yang 

meliputi:

1). Pengajuan Permohonan

2.) Pemeriksaan Kelengkapan Berkas
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3). Kelengkapan/Perbaikan Permohonan

4). Registrasi dan Persiapan Persidangan

5). Penyampaian Salinan Permohonan

6). Pemberitahuan Sidang Pertama

7). Persidangan Mahkamah dan rangkaian pemeriksaan

8). Pengucapan Putusan

9). Penyerahan Salinan Putusan

Gambar 1.1 Tampilan halaman login

Setelah memasukan username dan password, pengguna 

(user) akan masuk kepada halaman muka yang menampilkan 

alat kerja sesuai dengan kelompok tugasnya. Meskipun berbeda 

tampilan dan fitur, namun suatu perubahan data yang terjadi di 

suatu aplikasi, maka data di aplikasi lain akan mengikuti. Integrasi 

dan interkoneksi tersebut bermanfaat untuk mempercepat proses 

kerja, cukup dilakukan satu kali input untuk berbagai macam 

proses.
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Gambar 1.2 Tampilan halaman muka untuk pengadministrasi registrasi perkara

Di samping sebagai sarana dukungan penanganan perkara 

kepada Hakim Konstitusi, aplikasi perselisihan hasil pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2018 juga 

merupakan sarana pertanggung jawaban Mahkamah Konstitusi 

kepada masyarakat dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. 

Aplikasi terintegrasi dengan beberapa sistem yang berkaitan 

langsung maupun tidak langsung, dalam rangka pengolahan 

data yang terintegrasi dengan laman Mahkamah Konstitusi 

(www.mahkamahkonstitusi.go.id dan www.mkri.id) sehingga 

beberapa informasi yang merupakan output langsung dapat 

diakses oleh para pihak. 

Kemudahan lainnya adalah aplikasi ini terintegrasi dengan 

aplikasi e-Minutasi, sehingga salah satu tugas Panitera Pengganti 

dapat dilaksanakan secara simultan sejak perkara dicatat dalam 

Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
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Dengan pemanfaatan aplikasi ini diharapkan kinerja seluruh 

elemen pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk 

mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam 

menjalankan kekuasaan kehakiman akan lebih optimal, sehingga 

mampu memberi layanan terbaik guna menghasilkan pelayanan 

kepada publik yang akuntabel dan berkeadilan.

2. BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI 
ELEKTRONIK (E-BRPK)
Sesuai dengan visi Mahkamah Konstitusi, menjadi lembaga 

peradilan yang modern dan terpercaya, Mahkamah Konstitusi terus 

melakukan inovasi yang bertujuan untuk mencari efektifitas dan 

efisiensi dari setiap pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah 

satu pendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Mahkamah 

Konstitusi dalam penanganan perkara konstitusi sesuai 

kewenangannya, adalah Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

(BRPK) yang di lakukan elektronifikasi menjadi E-BRPK. Selain 

memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada 

masyarakat, Mahkamah Konstitusi di dalam internal instansi juga 

terus memodernisasi SOP dan alat kerja dengan pemanfaatan 

media elektronik, dengan membangun sebuah sistem informasi 

E-BRPK. Dengan menggunakan E-BRPK, permohonan yang 

masuk menjadi lebih mudah dan cepat untuk dicatat, dicari dan 

ditindaklanjuti.
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Gambar 2.1 Tampilan halaman muka e-BRPK

E-BRPK adalah aplikasi yang menyajikan informasi perkara 

dari tahap permohonan diregistrasi sampai dengan perkara 

diputus. Pada awalnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

(BRPK) disajikan secara manual dalam bentuk buku besar yang 

dikerjakan sejak saat perkara diregistrasi sampai dengan perkara 

diputus. Namun cara kerja seperti ini tidak efisien karena akan 

menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak. Aplikasi E-BRPK 

dapat memangkas penggunaan waktu dan tenaga serta menjamin 

keamanan informasi perkara. 

Cara kerja E-BRPK adalah memanfaatkan data/informasi 

dari berbagai aplikasi yang berkaitan dengan perkara. E-BRPK 

mendapatkan data dari aplikasi yang berhubungan dengan 

perkara yang selanjutnya data-data tersebut akan mengisi secara 

otomatis pada tabel besar yang berbentuk seperti tabel yang 

tergambar pada BRPK manual. 

E-BRPK dilengkapi dengan username dan password karena 

E-BRPK hanya dapat diakses oleh pengguna-pengguna tertentu 

yang mendapat izin dari Mahkamah Konstitusi.
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Gambar 2.2 Tampilan tanda terima buku registrasi perkara konstitusi elektronik

Sistem E-BRPK merupakan salah satu wujud komitmen MK 

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan inovasi yang 

berkelanjutan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

demi terciptanya akses yang mudah dan murah, kecepatan, dan 

akurasi dalam pelayanan publik. 

3. PORTAL BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI 
KEPANITERAAN
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan adalah Biro 

yang lahir dari perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru 

berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Tugas dan fungsi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, 

tercantum pada Pasal 39 Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi yaitu:
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1). Pelayanan hukum;

2). Pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan

3). Pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Biro Hukum 

dan Administrasi Kepaniteraan membangun sebuah sistem 

informasi berbasis website bernama Portal Biro Hukum dan 

Administrasi Kepaniteraan yang dapat diakses di http://hukum.

mkri.go.id. Portal ini merupakan sistem informasi internal yang 

dapat dijadikan pusat literasi dan pusat pertukaran data antar 

bagian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya di dalam Biro Hukum 

dan Administrasi Kepaniteraan.

Gambar 3.1 Tampilan halaman muka Portal Biro Hukum dan Administrasi 
Kepaniteraan
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Portal Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan selain 

bermanfaat untuk pegawai dalam internal biro sebagai sarana 

bertukar informasi, juga dapat dimanfaatkan oleh pegawai biro 

lain untuk mengakses produk hukum yang berlaku sebagai bahan 

kerja, seperti Peraturan MK, Keputusan MK, Keputusan Ketua MK, 

Peraturan Sekjen MK, Keputusan Sekjen MK, dan Surat Edaran 

Sekjen MK. Selain produk hukum internal yang disusun oleh internal 

MK melalui Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, portal ini 

juga menyediakan beragam peraturan referensi eksternal yang 

berkaitan dengan kewenangan Mahakamah Konstitusi dalam 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, di antaranya adalah 

peraturan referensi PUU, PILEG,PILPRES, SKLN, Pembubaran 

Partai Politik, dan PILKADA. 

Gambar 3.2 Tampilan fitur referensi hukum Pemilihan Legislatif di Portal Biro Hukum 
dan Administrasi Kepaniteraan
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Selain untuk literasi, dalam portal ini juga menyediakan 

pelayanan terpadu untuk bantuan hukum. Pegawai dapat 

memanfaatkan portal ini dari mulai konsultasi, advokasi, 

pendampingan, pemantauan kasus, sampai dengan selesai 

persidangan kasus tersebut. Diharapkan dengan adanya 

portal ini, dapat memudahkan dalam memberikan pelayanan 

bantuan hukum bagi pegawai, dan sumber literasi utama selain 

perpustakaan yang bersifat digital. Selain itu, peraturan yang 

berada dalam portal selalu diupdate mengikuti perubahan yang 

terjadi dari peraturan tersebut, baik UU, Perpres, PP, dll.

4. E-RENKEU
Kegiatan pelaksanaan pemerintahan tidak pernah terlepas 

dari birokrasi yang berisi peraturan dan prosedur pelaksanaan. 

Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal membangun sebuah sistem yang menjawab tantangan 

tersebut di Tahun 2018, yaitu dengan menciptakan E-Renkeu.

E-Renkeu adalah aplikasi internal yang ditujukan untuk 

memberikan kemudahan kepada Pelaksana, Fungsional, dan 

Pimpinan di dalam lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jendral Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Biro Perencanaan 

dan Keuangan untuk mencari peraturan yang berlaku dalam 

suatu kegiatan tertentu serta dijadikan sebagai acuan dalam 

memeriksa dan memverifikasi suatu dokumen keuangan. Aplikasi 

ini dijalankan secara online melalui intranet Mahkamah Konstitusi 
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dengan alamat http://e-renkeu.mkri.go.id., sehingga aplikasi 

tersebut sangat mudah dan efisien untuk diakses dan digunakan.

Gambar 4.1 Tampilan dashboard e-Renkeu mKRI

Pengunaan E-Renkeu selain sangat bermanfaat untuk 

pencarian sumber peraturan yang berlaku terhadap suatu 

kegiatan pelaksanaan pemerintahan, memiliki beragam kelebihan, 

diantaranya adalah:

1). Melaporkan update peraturan terbaru menjadi lebih mudah. 

E-Renkeu memberikan akses kepada pegawai yang diberikan 

fungsi sebagai admin untuk mengunggah peraturan terbaru, 

menambahkan peraturan tambahan, dan menghapus 

peraturan yang sudah tidak berlaku.

2). Dapat melakukan pencarian peraturan dengan lebih mudah 

dan tepat. E-Renkeu dilengkapi fitur search yang dapat 

memilih jenis peraturan, kategori peraturan, serta dapat 

mencari langsung pada nomor peraturan yang dicari.
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3). Data peraturan terhimpun ke dalam database sehingga 

teradministrasi dengan baik. Dengan menggunakan 

E-Renkeu, data peraturan dalam bentuk digital terhimpun ke 

dalam database E-Renkeu sehingga data tersebut tersimpan 

dengan aman dan tertata rapi, serta dapat di akses dengan 

mudah jika dibutuhkan.

E-Renkeu menjadi solusi yang praktis untuk para pegawai 

dalam mencari peraturan yang berlaku untuk melakukan 

pelaksanaan kegiatan dan menjadi database informasi untuk 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan untuk kegiatan yang 

akan dilakukan di masa yang akan datang. Selain itu, dengan 

kemudahan akses yang tersedia untuk para pegawai, dapat 

memicu pegawai dalam mempersiapkan kegiatan lebih baik 

dengan menggunakan peraturan yang terbaru.

Gambar 4.2 Tampilan pencarian dalam e-Renkeu untuk dasar pelaksanaan kegiatan
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5. E-Survey
E-Survey merupakan suatu inovasi yang dibuat oleh Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka penerapan 

layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang 

merupakan salah satu jenis layanan dalam sistem pemerintahan 

berbasis elektronik (SPBE). E-Survey disematkan dalam 

Dashboard Pegawai agar setiap survey yang dilaksanakan dapat 

lebih mudah diketahui dan diakses oleh seluruh pegawai, karena 

Dashboard Pegawai adalah suatu aplikasi yang secara otomatis 

terbuka ketika pegawai mengaktifkan perangkat komputernya.

Gambar 5.2 Tampilan survey dalam aplikasi e-Survey

Aplikasi E-Survey dibangun untuk mendukung penerapan 

paperless administration di lingkungan kerja Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. E-Survey dapat 

menggunakan berbagai template yang mengakomodir berbagai 

jenis survey. Di tahun 2018, aplikasi ini juga digunakan untuk 
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melakukan voting pegawai teladan dan Survei Pengukuran Kinerja 

Mahkamah Konstitusi.

Gambar 5.1 Tampilan halaman muka Dashboard Pegawai mahkamah Konstitusi

E-Survey akan terus dilakukan penyempurnaan, mengingat 

potensi pengembangannya yang dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kebutuhan di unit kerja, dan mendukung tugas dan 

fungsi pegawai, pimpinan dan lembaga.

6. DASHBOARD PEGAWAI
Dashboard Pegawai merupakan suatu sistem informasi 

internal bagi seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang setiap tahunnya 

dilakukan penyempurnaan untuk memudahkan pemberian 

berbagai informasi bagi pegawai yang tersedia, diantaranya profil 

pegawai, informasi jabatan, catatan kehadiran pegawai, dan 

aplikasi PMPRB. Dengan melihat dashboard, seorang pegawai 

dapat mengetahui tugas dan fungsinya dalam suatu jabatan 
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tertentu. Selain itu, dalam dashboard tersedia fitur Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), dimana seorang pegawai melalui dashboardnya 

dapat melihat target tahunannya, sehingga pegawai yang 

bersangkutan dapat mengukur ketercapaian kinerjanya.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi menghubungkan 

beberapa aplikasi ke dalam dashboard dan menambah fitur baru 

yang semakin memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya. Beberapa fitur baru didalamnya yang baru adalah:

1). Menyematkan aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk mendukung akses dalam 

pelaksanaan PMPRB, Mahkamah Konstitusi memasukkan 

aplikasi PMPRB yang dapat diakses oleh pegawai tertentu 

yang memiliki kewenangan masuk menjadi tim pelaksanaan 

RB sebagai suatu fitur di dalam dashboard;

Gambar 6.1 Tampilan halaman aplikasi PmPRB dalam Dashboard
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2). Menyematkan aplikasi survey. Untuk menerapkan skema 

paperless dan E-Government, setiap diperlukan survey 

kepada pegawai, cukup menggunakan dashboard pegawai. 

Kebijakan ini sangat efektif dan efisien, karena setiap kali 

computer dinyalakan, maka tampilan awal adalah dashboard 

pegawai, sehingga pegawai dapat lebih mudah mengisi 

survey dan kegiatan pengumpulan data survey akan lebih 

cepat dilaksanakan;

Gambar 6.2 Tampilan halaman e-survey dalam dashboard

3). Menyematkan aplikasi persuratan. Untuk lebih memudahkan 

dalam pelaksanaan surat menyurat antar pegawai maupun 

penerimaan surat dinas, terdapat fitur yang menghubungkan 

antara dashboard pegawai dengan SIKD, dimana setiap 

ada surat tugas atau surat perintah, akan ada notifikasi 

di dashboard pegawai, begitupun dengan surat masuk. 

Sehingga, pegawai dapat lebih mudah untuk mengetahui 

surat yang ditujukan kepada dirinya;
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Gambar 6.3 Tampilan halaman persuratan dalam dashboard

4). Mentautkan sistem informasi kehadiran pegawai atau 

RT-SIKAP. Untuk memudahkan pegawai mengakses dan 

memantau laporan kehadiran pribadinya, RT-SIKAP ditautkan 

menjadi salah satu fitur dalam dashboard;

Gambar 6.4 Tampilan halaman rekapitulasi kehadiran pegawai dalam dashboard
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5). Mentautkan dengan Profil Pegawai. Dengan terkoneksinya 

dua aplikasi ini, maka akan dimungkinkan bagi pegawai untuk 

memperbaharui informasi data diri dan riwayat pekerjaannya 

ke dalam profil pegawai yang selanjutnya masuk ke 

dalam database Bagian Kepegawaian untuk kepentingan 

kepegawaian. Selain itu, untuk mendukung pemerintah yang 

transparan dan akuntabel, hasil input dalam profil pegawai ini 

akan ditampilkan di website agar dapat diakses oleh publik. 

Gambar 6.5 Tampilan halaman informasi pegawai dalam dashboard

7. E-REPORTING
Era digitalisasi yang didukung oleh pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak 

perubahan yang signifikan untuk segala segi kehidupan, 

termasuk dalam pengelolaan pemerintahan yang biasa dikenal 

dengan E-Government. Dalam E-Government, segala pelaksanaan 
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penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih cepat, tepat, 

mudah dan murah. Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 telah 

membangun sebuah sistem yang dinamakan E-Reporting.

E-Reporting adalah aplikasi internal yang ditujukan untuk 

memberikan kemudahan khususnya kepada Pejabat Struktural 

dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jendral Mahkamah Konstintusi untuk menyampaikan 

serta melihat laporan kegiatan yang telah dilakukan. Aplikasi ini 

dijalankan secara online melalui intranet Mahkamah Konstitusi 

dengan alamat http://e-report.mkri.go.id., sehingga aplikasi 

tersebut sangat mudah dan efisien untuk diakses dan digunakan.

Gambar 7.1 Tampilan dashboard e-Reporting mKRI

Pengunaan E-Reporting selain sangat bermanfaat untuk 

mengurangi penggunaan kertas, memiliki beragam kelebihan 

dibandingkan dengan laporan manual, diantaranya adalah:
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1). Melaporkan laporan kegiatan menjadi lebih mudah. 

E-Reporting dilengkapi fitur reporting seperti tanggal laporan, 

nama pelapor, unit kerja pelapor, jabatan pelapor, lokasi 

kegiatan, petugas kegiatan, deskripsi laporan, serta upload 

file laporan.

2). Dapat melakukan pencarian laporan kegiatan dengan 

lebih mudah. E-Reporting dilengkapi fitur search untuk 

mencari data laporan yang telah di laporkan sesuai dengan 

kebutuhan seperti deskripsi laporan, nama pelapor serta 

tanggal laporan.

3). Data Laporan kegiatan terhimpun ke dalam database 

sehingga teradministrasi dengan baik. Dengan 

menggunakan E-Reporting, data laporan kegiatan dalam 

bentuk digital terhimpun ke dalam database E-Reporting 

sehingga data tersebut tersimpan dengan aman dan tertata 

rapi, serta dapat diakses jika dibutuhkan.

E-Reporting menjadi solusi yang praktis untuk para pimpinan 

unit kerja dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan menjadi 

database informasi untuk pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan di masa 

lampau. Selain itu, dengan kemudahan akses yang tersedia untuk 

para pegawai, dapat memicu pegawai dalam mempersiapkan 

kegiatan lebih baik dari beragam pengalaman yang telah tersaji 

dalam laporan kegiatan sebelumnya.
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Gambar 7.2 Tampilan pencarian dengan kata kunci “workshop”

II. EKSTERNAL

1. SISTEM INFORMASI PERMOHONAN ONLINE 
(SIMPEL)
Untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang 

modern dan terpercaya sesuai dengan visi Mahkamah Konstitusi, 

didapatkan dua pendekatan utama, yaitu modern dan terpercaya. 

Modern, dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi 

dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana 

pendukung berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan. 

Terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola 

lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip 

keadilan.

Salah satu pemanfaatan TIK di Mahkamah Konstitusi 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Mahkamah 
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Konstitusi dalam penanganan perkara konstitusi sesuai 

kewenangannya, adalah Pengajuan Permohonan Elektronik 

(Electronic Filing) untuk masyarakat yang akan berperkara. Dalam 

memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada 

masyarakat, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan 

yang disampaikan menggunakan media elektronik (permohonan 

elektronik) dengan membangun sebuah sistem informasi 

manajemen permohonan elektronik atau disingkat dengan 

SIMPEL. Dengan menggunakan SIMPEL, permohonan dapat 

disampaikan secara online dan real-time (seketika) melalui sebuah 

aplikasi berbasis web yang merupakan bagian dari SIMPEL untuk 

memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara 

konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik 

secara online (permohonan online).

Gambar 1.1 Tampilan halaman muka SImPeL
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Dengan SIMPEL, para pihak atau masyarakat dapat 

mendaftarkan diri agar dapat melakukan pengajuan permohonan 

secara online, memantau perkembangan permohonan/perkara, 

dan mengakses berbagai fitur-fitur layanan seperti jadwal sidang, 

panggilan sidang, mengunduh risalah atau putusan, serta fitur-

fitur lainnya yang akan terus dilakukan pengembangan dan 

penyempurnaan.

Gambar 1.2 Tampilan tanda terima permohonan online
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Setelah mengikuti seluruh proses dalam sistem sampai 

terdapat pilihan untuk mencetak dan mendapatkan Bukti 

Pengajuan Permohonan Online, Pemohon datang ke Mahkamah 

Konstitusi untuk menyerahkan berkas-berkas yang akan diperiksa 

oleh petugas di Mahkamah Konstitusi, dan akan menerima 

Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) dan Akta 

Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP). Dengan menggunakan 

SIMPEL, para pihak dapat menghemat biaya akomodasi untuk 

mempersiapkan kelengkapan berkas permohonan sebelum 

menyerahkan hardfile langsung kepada MK.

Sistem SIMPEL merupakan salah satu wujud komitmen MK 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Para Pihak dalam 

mencari keadilan. Dengan adanya sistem SIMPEL ini diharapkan 

dapat memberikan para pihak yang berperkara di MK dengan 

kemudahan akses, kecepatan, dan akurasi khususnya tahap 

pengajuan permohonan. 

2. Case Tracking
Untuk mendukung pelayanan publik dalam hal pelayanan 

perkara khususnya bagi para pihak yang sedang berperkara, 

umumnya untuk masyarakat yang mengikuti atau menunggu 

hasil dari persidangan perkara tertentu, Mahkamah Konstitusi 

membangun sebuah sistem informasi yang memberikan akses 

kepada publik untuk dapat melihat secara rinci proses dari awal 

sampai akhir persidangan, dan berkas apa saja yang terlibat 
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dalam proses persidangan. Sistem Informasi tersebut adalah Case 

Tracking atau Penelusuran Perkara yang dapat diakses di https://

tracking.mkri.id/. 

Case Tracking merupakan sebuah sistem informasi yang 

dapat bebas diakses oleh publik untuk kepentingan langsung 

dalam perkara, akademis, media, pengawasan publik, dan 

kepentingan lainnya yang berhubungan dengan semua perkara 

yang telah atau sedang dalam proses persidangan. 

Gambar 2.1 Tampilan halaman muka case tracking

Dengan penelusuran perkara secara online, para pihak atau 

masyarakat dapat mengikuti perkembangan perkara secara real 

time, dengan akses sangat mudah dan cepat, walaupun hanya 

menggunakan perangkat ponsel, di manapun dan kapanpun dapat 

terakses berkat basis website yang digunakan.
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Gambar 2.2 Tampilan isi case tracking

Dalam sistem Case Tracking, untuk mencari perkara yang 

ingin dipelajari, cukup menggunakan fitur pencarian atau memilih 

langsung perkara dari beranda. Setelah dipilih, akan muncul time 

series atau proses dari persidangan dari pengajuan permohonan 

sampai dengan putusan dan penyerahan salinan putusan. 

Fitur yang tersedia di dalamnya memungkinkan publik untuk 

mengakses setiap file yang terkait baik bahan maupun hasil dari 

seluruh proses persidangan.

Sistem case tracking selain wujud dari pelayanan publik 

yang memudahkan akses bagi masyarakat, juga merupakan 

bentuk akuntabilitas dari Mahkamah Konstitusi, bahwa seluruh 

pelaksanaan kegiatan peradilan yang dilakukan bersifat 

transparan. 
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3. WEBSITE ASSOSIATION OF ASIAN 
CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT 
INSTITUTION (AACC)
Assosiation of Asian Constitutional Courts and Equivalent 

Institution atau disingkat dengan AACC adalah forum peradilan 

konstitusi di wilayah regional Asia yang didirikan pada Bulan 

Juli Tahun 2010 untuk mendorong perkembangan demokrasi, 

rule of law, dan hak asasi di wilayah Asia dengan meningkatkan 

pertukaran informasi dan pengalaman yang berhubungan 

dengan peradilan konstitusi dan menggalakan kerjasama dan 

persahabatan antar institusi dalam menjalankan kekuasaan 

hukum konstitusi. AACC juga membangun kerjasama antar 

anggota dalam bentuk simposium dan konferensi internasional, 

short course, dan pertukaran SDM.

Gambar 3.1 Tampilan halaman muka Website AACC
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Untuk mendukung pertukaran informasi dan menyediakan 

media komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

anggota, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 membangun 

sebuah website khusus AACC dengan alamat http://aacc-asia.org. 

Website tersebut menyediakan semua informasi yang berkaitan 

dengan AACC seperti sejarah, profil, anggota, dan segala aktivitas 

yang melibatkan para anggota.

Gambar 3.2 Tampilan fitur perpustakaan di Website AACC

Website AACC selain bermanfaat untuk institusi yang 

menjadi anggota sebagai sarana bertukar informasi, juga dapat 

dimanfaatkan oleh para akademisi, praktisi, dan masyarakat luas 

untuk mengakses perkembangan hukum yang berkaitan dengan 

konstitusi yang terjadi di wilayah Asia. Hal ini didukung dengan 

adanya fitur perpustakaan yang disiapkan oleh tim pengembang 

website untuk para anggota organisasi dapat mengunggah 

berbagai dokumen, salah satunya adalah putusan monumental  
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(Landmark Decision), sebagai dorongan untuk masyarakat dapat 

mengakses terhadap informasi tersebut dengan mudah sebagai 

bentuk pelayanan publik dari Mahakamah Konstitusi Republik 

Indonesia.

4. HUBUNGI MK
Kegiatan pelaksanaan pemerintahan tidak pernah terlepas 

dari birokrasi yang berisi peraturan dan prosedur pelaksanaan. 

Berlandaskan semangat Reformasi Birokrasi untuk terus 

memperbaiki aksesibilitas, kuantitas, dan kualitas pelayanan 

publik, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan membangun sebuah sistem 

yang memungkinkan publik berkomunikasi dengan Mahkamah 

Konstitusi secara cepat, mudah, dan murah yang dinamakan 

dengan Hubungi MK.

Hubungi MK adalah aplikasi yang ditujukan untuk 

memberikan kemudahan akses kepada akademisi, para pihak, 

maupun masyarakat umum tanpa terkecuali untuk berkomunikasi 

dengan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kepentingannya 

masing masing. Sistem informasi ini dapat diakses dengan 

alamat https://contactmk.mkri.id/, dan menggunakan basis 

website, sehingga sistem tersebut sangat mudah diakses dan 

digunakan, di manapun dan kapanpun diperlukan. Selain itu, tidak 

ada keharusan user untuk mendaftar terlebih dahulu untuk dapat 



LAPORAN QUICK WINS RefORmASI BIROKRASI 201832

mengakses sistem ini, karena formulir pendaftaran disediakan 

berdasarkan fitur yang diinginkan sehingga tidak membuat publik 

harus mengisi formulir pendaftaran berulang.

Gambar 4.1 Tampilan halaman muka Hubungi mK

Pengunaan Hubungi MK selain sangat bermanfaat untuk 

berbagai elemen publik dalam berbagai macam kepentingannya. 

Beberapa fitur yang difasilitasi dalam sistem ini diantaranya 

adalah: Untuk tujuan akademis seperti Kunjungan ke Pusat 

Sejarah Konstitusi, Magang, KKN, Studi, dan Penelitian; atau untuk 

tujuan lainnya seperti Audiensi, Menghadiri Sidang, Permohonan 

Kerjasama, Konsultasi, Penyampaian Informasi, Sosialisasi, dll. 

Sistem ini bertujuan untuk membuka seluas luasnya kesempatan 

bagi publik untuk secara langsung berhubungan dengan 

Mahakamah Konstitusi. Untuk mendukung sistem ini, mahkamah 

secara khusus mempersiapkan unit kerja pendukung yang 
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bertanggung jawab untuk dengan cepat dan tepat menerima dan 

memproses setiap ada input dari permohonan masyarakat melalui 

hubungi MK. Hal ini merupakan wujud komitmen Mahkamah 

Konstitusi untuk melayani masyarakat dengan optimal. 

Gambar 4.2 Tampilan fitur yang dapat diakses dalam Hubungi mK

5. E-MINUTASI
Di era keterbukaan informasi, kebutuhan publik akan akses 

terhadap informasi dari pemerintah sangatlah tinggi. Semua 

instansi pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi 

dengan kemudahan, kecepatan dan biaya yang murah. Berkaitan 

dengan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan 
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kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal memiliki kegiatan penunjang persidangan 

berupa pengelolaan berkas perkara dari awal pendaftaran sampai 

dengan perkara tersebut diputus yang biasa disebut dengan 

minutasi. 

Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 membangun sebuah 

sistem yang berupaya untuk membuat kegiatan minutasi tersebut 

berjalan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan nama E-Minutasi. E-Minutasi 

adalah proses penyusunan berkas perkara sejak perkara diterima 

hingga perkara sidang diputus yang dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer), 

dengan alamat e-minutasi.mkri.go.id.

Gambar 5.1 Tampilan halaman muka e-minutasi
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Karena karakateristik-karakteristik yang menonjol seperti 

fleksibilitas, kecepatan, dan keakuratan, kapasitas penyimpanan 

informasi yang terus dapat diperbesar, komputer sangat ideal 

untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan 

sistem-sistem manual yang diterapkan pada manajemen arsip, 

termasuk minutasi berkas perkara. Sehubungan dengan hal 

tersebut, khususnya dalam rangka mewujudkan akses informasi 

terkait dengan minutasi berkas perkara, maka Mahkamah 

Konstitusi mengimplementasikan E-Minutasi. Berikut adalah 

kelebihan penggunaan E-Minutasi:

1). Pencarian berkas perkara menjadi lebih mudah. E-Minutasi 

dilengkapi dengan fitur-fitur pengolahan data yang 

memungkinkan dilakukan temu balik informasi dan arsip 

digitalnya secara cepat dan tepat.

2). Penggunaan pegawai akan lebih efisien. Dengan 

menggunakan E-Minutasi, beberapa tugas yang sifatnya 

berulang akan dapat dikurangi, seperti pembuatan catatan 

atau database yang berulang-ulang dan tidak terintegrasi 

sehingga tenaga pegawai dapat diberdayakan secara lebih 

baik untuk tugas-tugas lainnya.

3). Updating indeks dan informasi file dapat berlangsung secara 

cepat. Dengan menggunakan E-Minutasi, updating terhadap 

indeks dan informasi arsip dapat dilakukan secara cepat.
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Selain bermanfaat untuk para pegawai yang mendukung 

institusi untuk melakukan kegiatan peradilan, E-Minutasi juga 

dapat digunakan oleh publik yang telah diberi akses terbatas oleh 

Mahkamah Konstitusi untuk melihat sampai dengan mengunduh 

berkas perkara tertentu untuk kepentingan akademis, dan 

kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perkara 

tersebut. E-Minutasi menjadi wujud dari pelayanan publik yang 

dimiliki Mahkamah Konstitusi dengan mengaplikasikan konsep 

E-Government dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Gambar 5.2 Tampilan halaman pengunduhan berkas perkara

6. NOMOR URUT PENGAJUAN PERKARA (NUPP)
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), maka 
dipandang perlu untuk mengadakan mesin antrian yang 
berbasis sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
Sistem tersebut dibangun dengan tujuan untuk membantu 
masyarakat yang berperkara baik sebagai Pemohon, 
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Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu di MK. Dengan sistem 
ini diharapkan pelayanan kepada Para Pihak yang mengajukan 
perkara di MK dapat diukur berdasarkan urutan pelayanan dan 
waktu pengajuan permohonan.

Gambar 6.1 Tampilan halaman pendaftaran NUPP menggunakan i-Kios bagi para 
pihak

Di samping itu, dengan adanya sistem antrian ini dapat 
juga menjadi alat bantu tersendiri bagi MK untuk menverifikasi 
berkas dan data Para Pihak. Verifikasi berkas dan data tersebut 
penting dilakukan dalam hal mengamankan data Para Pihak 
yang digunakan oleh MK sebagai bukti valid dari Para Pihak 
sebelum mendapat nomor antrian. Bukti valid yang selanjutnya 
disebut dengan Nomor Urut Pengajuan Perkara (NUPP) dapat 
menjadi bukti dalam persidangan bahwa Para Pihak masih 
dalam tenggat waktu pengajuan permohonan. 

Selain itu, sistem antrian ini juga dibangun karena 
pengalaman MK yang telah beberapa kali menangani 
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penyelesaian perselisihan hasil pilkada seringkali terkendala 
dengan adanya penumpukan antrian. Kendala tersebut 
dikarenakan adanya tenggat waktu yang mengharuskan 
Para Pihak untuk mengajukan permohonan ke MK setelah 
KPU mengumumkan hasil perhitungan suara Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan pengalaman tersebut, 
terutama dalam menghadapi penumpukan antrian, dengan 
adanya sistem antrian ini menjadi salah satu cara efektif untuk 
mengatasi masalah tersebut.

Gambar 6.2 Tampilan meja layanan sebagai alat kerja pegawai

Dalam sistem antrian ini, Para Pihak dapat mengajukan 
permohonan baik secara online maupun offline. Penggunaan 
secara online dimaksudkan agar Para Pihak dapat melakukan 
pendaftaran permohonannya meskipun tidak langsung datang 
ke MK. Namun, harus diingat bahwa Para Pihak yang melakukan 
permohonan online wajib memberikan berkas asli permohonan 
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beserta kelengkapannya saat datang ke MK. Sementara untuk 
permohonan secara offline, Para Pihak ketika datang ke MK 
dapat langsung menggunakan sistem antrian tersebut dengan 
tentunya menyertakan permohonan dan kelengkapannya 
yang asli. Selain itu, dalam sistem antrian ini juga tersedia fitur 
“tambahan berkas” yang dapat digunakan Para Pihak untuk 
menambahkan atau melengkapi berkas permohonannya.
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Gambar 6.3 Alur proses NUPP

Dengan adanya sistem antrian ini diharapkan dapat memudahkan 

bagi Para Pihak dan juga MK dalam mendukung penanganan perkara 

Pilkada. Di samping itu, sistem antrian ini juga merupakan salah satu 

wujud komitmen MK dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

Para Pihak dalam mencari keadilan.
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